BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 93 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal
94 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Pengurangan atas Pokok Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
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5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 42);

. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2023

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8);

. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 34);

8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2024 tentang

Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN
ATAS POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Kabupaten Karawang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Karawang.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan
oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan.
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5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada
Wajib Pajak.

7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli
yang wajar.

BAB I
PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK PBB-P2

Pasal 2

(1) Bupati memberikan pengurangan atas pokok PBB-P2 terutang
kepada wajib pajak.
(2) Pengurangan atas pokok PBB-P2 terutang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SPPT PBB-P2 mulai
Tahun Pajak 2026 tanpa melalui pengajuan.

Pasal 3

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan
berdasarkan selisih kenaikan ketetapan PBB-P2 tahun
berkenaan dengan ketetapan PBB-P2 Tahun 2025.

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
berupa pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari selisih
kenaikan ketetapan PBB-P2 tahun berkenaan dengan
ketetapan PBB-P2 Tahun 2025.

(3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk:

a. ketetapan PBB-P2 yang terdapat penambahan luas bumi
dan/atau bangunan;

b. ketetapan PBB-P2 yang terdapat penurunan ketetapan
PBB-P2:

c. objek PBB-P2 hasil pendaftaran baru mulai tahun 2026;

d. objek PBB-P2 hasil pendataan dan penilaian individual atas
bumi dan/atau bangunan mulai tahun 2026; dan/atau

e. objek PBB-P2 hasil pendataan dan penilaian individual atas
bangunan tahun 2025.

Pasal 4

Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib
pajak dapat mengajukan pengurangan dan/atau keringanan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB 111
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 19 Deseaber 2825

PR KARAWANG,
\

\
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AEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 19 Desember 2825

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR 93 .



